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PUTUSAN
Nomor 12/Pdt.G/2020/PA WGP

5\ P\ g
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WAINGAPU

Memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis

telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

I <. . i di Waingapu,
10 Desember 1990, agama Islam, pendidikan SMK (Sekolah

Menengah Kejuruan), pekerjaan penjual ikan, tempat tinggal di

I <abupaten

Sumba Timur, sebagai PENGGUGAT;

melawan

. (ahir di Waikelo, 14 Mei 1991, agama Islam,
pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan buruh kapal, tempat
tinggal i |
|
sebagai TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 1 Oktober 2020
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam
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register Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.WGP, tanggal 1 oktoberi 2020 dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 April 2013, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba
Timur, sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 24/01/1V/2013
tanggal 1 April 2013;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua Tergugat di Waikelo, Sumba Barat Daya, dan
sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di
Kampung Bugis, Kota Waingapu, Sumba Timur, sedangkan Termohon

bertempat tinggal di Waikelo, Sumba Barat Daya;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua)

orang anak yang bernama:

1. . Frempuan, umur 7 tahun;
2._, Perempuan, umur 5 tahun;

4. Bahwa sejak bulan Juli 2015 kehidupan rumahtangga Penggugat dan
Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan

pertengkaran yang disebabkan antara lain:

1. Penggugat tidak diberikannya nafkah lahir dan batin oleh Tergugat;
2. Tergugat sering mabuk-mabukan;

3. Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
kepada Penggugat, seperti memukul, dan Tergugat pernah meninginjak

Penggugat pada saat Penggugat hamil anak kedua;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumahtangga antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pada bulan November 2017, yang akibatnya antara

Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan
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kediaman bersama adalah Penggugat, dimana sekarang Penggugat tinggal

dirumah orangtua Penggugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan
untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak
tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian
merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan

permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan

yang berlaku;

Primair :

B Mengabulkan gugatan Penggugat;

B Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [ EEEEEGE
I t<hadap Penggugat I

B Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri
(inperson) menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di
persidangan serta tidak mengutus seorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah,
meskipun telah di panggil secara resmi dan patut.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara
menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya

bersama Tergugat, namun tidak berhasil.
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Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 1 Oktober
2020 yang pada pokoknya Pengugat tetap pada surat gugatan tersebut dengan
tambahan lisan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat
didengar karena tidak hadir persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah

mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:
A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 24/01/IV/2013, yang dikeluarkan
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kota Waingapu , tanggal 1 April 2013 yang telah bermeterai cukup
dan telah dinazagellen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan

aslinya dan ternyata cocok dan diberi tanda P.1;

2. Foto kopi Kartu keluarga Nomor 5311011607190004, yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sumba Timur, tanggal 03 Juni 2020 yang telah bermeterai
cukup dan telah dinazagellen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan

dengan aslinya dan ternyata cocok dan diberi tanda P.2;

B. BUKTI SAKSI

1. Lulu Rahmawati binti Arsyad Daud, lahir di Waingapu, 31 juli 1990, agama Islam,
pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Hasanudin, no. 23, RT.
01, RW. 01 Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten
Sumba Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena adik kandung;
- Bahwa saksi kenal karena tergugat sebagai Ipar bernama Ruslin;

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan penggugat dan Tergugat;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di waingapu, pada tanggal 1 April
2013;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua
Penggugat di WAingapu, dan telah dikaruniai dua orang anak yang
sekarang tingga bersama Penggugat;

- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis lagi, karena pertengkaran dan sudah pisah rumah sejak bulan juli
2015;

- Bahwa tidak harmonis karena Tergugat sering memukul Penggugat dan
karena Tergugat orang itu pemabuk;

- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat memukul Pengguat di rumah orang
tua Pemggugat pada tahun 2017;

- Bahwa saksi melihat Tergugat biasa minum mabuk bersama temannya;

- Bahwa Tergugat sudah menikah dengan wanita lain pada tahun 2018 dan
saksi tahu dari keluarga yang ada di Waikelo dan dari vidiocall antara
Penggugat dengan Tergugat ;

- Bahwa sejak pisah satu minggu, Tergugat pernah datang menjemput
Penggugat, namun Penggugat tidak mau;

- Bahwa Tergugat menikah dengan wanita lain, tidak lagi member nafkah
kepada Penggugat;

- Bahwa s Penggugat mencari nafkah sendiri dengan berjualan ikan;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat menasehati tapi Penggugat
tidak mau kembali kepada Tergugat;

2. Djuainudin bin Djailani Abdul Wahab, lahir di WAingapu, 2 Februari 1979, agama
Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di RT. 04 RW.02, Kampung Bugis,
Kelurahan kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Di
bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu;
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- Bahwa saksi kenal karena tergugat sebagai suami Penggugat bernama
Ruslin;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di waingapu, pada bulan April
2013;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua
Penggugat di WAingapu, dan telah dikaruniai dua orang anak yang
sekarang tingga bersama Penggugat;

- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis lagi, karena pertengkaran ;

- Bahwa tidak harmonis karena Tergugat sering memukul Penggugat dan
karena Tergugat orangnya kasar pemabuk;

- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;

- Bahwa saksi tahu Tergugat pemabuk karena pernah minum mabuk
bersama tergugat di dermaga;

- Bahwa sejak pisah, Tergugat pernah datang menjemput anaknya;

- Bahwa s Penggugat mencari nafkah sendiri dengan berjualan ikan di pasar;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat menasehati tapi Penggugat

tidak mau kembali kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain
dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan
menyatakan tetap dengan gugatan dan bukti buktinya dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala
hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana diuraikan di atas.
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Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh pernikahan
yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka perkara ini menjadi
kewenangan absolut Pengadilan Agama, sebagaimana Pasal 49 Undang-undang
Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo
Penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama huruf a angka 9.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh pernikahan
yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka Penggugat memiliki legal
standing mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat, sebagaiamana Pasal 73
Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009 jo Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Penggugat datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan
Tergugat dengan tanpa alasan yang sah tidak datang dan tidak mengirimkan
wakilnya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Juru Sita Pengadilan

Agama Waingapu telah memanggil Tergugat untuk menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil menurut tata cara yang diatur
dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka panggilan tersebut oleh
Majelis Hakim dinyatakan resmi dan patut, dan ketidak datangan Tergugat

dinyatakan tidak disebabkan suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan
(4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali rukun
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membina rumah tangga dengan Tergugat, hamun tidak berhasil, Penggugat tetap
pada pendiriannya hendak bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, kemudian
dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Hal ini sesuai
dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pememrintah

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa adapun alasan dalam sengketa gugatan perceraian ini
pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya
rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai dua orang anak, namun kini rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering mengalami
perselisihan dan percekcokan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

- Tergugat sering mabuk mabukan;

- Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);
- Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak membantah
gugatan Penggugat, Penggugat tetap wajib pembuktian, sebagaiama Pasal 283
R.Bg. Hal ini untuk memenuhi azas hukum yang terkandung dalam ketentuan
Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni
gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima
apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran serta telah
didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, dan
dimaksudkan untuk menghindari persekongkolan suami istri melakukan
perceraian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata.
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Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah

mengajukan bukti P1 dan P2, dan telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah
setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis telah sesuai, maka Majelis

Hakim menilai bukti tersebut sah, sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 yang diperkuat dengan keterangan
para Saksi Penggugat yang mengetahui dan menyaksikan pernikahan dan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat telah menjadi bukti lengkap, sebagaimana Pasal
1902 KUHPerdata jo 306 RBg, dan mendukung dalil gugatan poin (1) tentang
adanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan terhadap pernikahan tersebut

telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama.

Menimbang, bahwa para Saksi Penggugat adalah sepupu dan saudara
kandung Penggugat, yaitu orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan
Tergugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975, sehingga layak didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa kedua Saksi Penggugat secara terpisah memberikan
keterangannya di bawah sumpah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 171 dan
Pasal 175 RBg, untuk itu para Saksi tersebut dapat dipertimbangkan

keterangannya.

Menimbang, bahwa adapun keterangan para Saksi Penggugat yang
didasari atas pengetahuannya dan dipandang bersesuaian serta mendukung dalil-

dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri;

- Bahwa para saksi menghadiri dan mengetahui perkawinan Penggugat dan
Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi
karena sudah pisah tempat yang disebabkan sering berselisih dan bertengkar

akibat ulah Tergugat yang melakukan tidakan kekerasan dalam rumah tangga
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terhadap Penggugat, tidak memberi nafkah dan suka minum mabuk serta telah
menikah dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
akhir tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan untuk rukun namun tidak berhasil
karena Penggugat sudah tidak mau kemabli lagi kepada Tergugat;
Menimbang, bahwa keterangan para Saksi yang saling bersesuaian
tersebut telah berdasarkan ketentuan Pasal 308 (ayat 1 dan 2) R.Bg, dan Pasal

309 R.Bg, untuk itu dinyatakan telah memenuhi batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi yang tidak bersesuaian satu
sama lain dan tidak mendukung dalil gugatan tidak dipertimbangkan dan harus

dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para Saksi
yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah terbukti fakta-fakta

hukum yang diperoleh dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota
Waingapu ;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua
Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun yang disebabkan
berselisih dan bertengkar;

- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut
hukum Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Uruan Agama. Dengan demikian
harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai

suami istri karena pernikahan, sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan.
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Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar
yang disebabkan Tergugat suka minuman keras dan suka memukul Penggugat,
kemudian Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang
dan tidak pernah kembali. Untuk itu Majelis Hakim menyatakan Penggugat dan
Tergugat telah secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
tidak ada harapan akan hidup rukun. Karena tidak lazim antara suami istri yang
hidup rukun dan harmonis berselisih dan bertengkar hingga salah satu pihak dari
suami atau istri meninggalkan pihak lain dan tidak mau kembali. Keadaan ini
merupakan tanda keengganan kedua belah pihak dalam mempertahankan ikatan
perkawinannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar
yang disebabkan Tergugat suka minum mabuk dan suka memukul Penggugat,
kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama telah menjadikan
rumah tangga tidak rukun serta Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap
Tergugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
adalah telah berdasarkan atas hukum, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 119 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang diisyaratkan
dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang disyariatkan dalam Al
Quran surat Ar Rum ayat (21) dan untuk membentuk keluarga sebagaimana
maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka
hubungan suami isteri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang
berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat
menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan bathin yang satu
kepada lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa telah terbuktinya perelisihan dan pertengkaran

Penggugat dengan Tergugat dan keduanya telah hidup berpisah, merupakan
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isyarat telah sirnanya kasih sayang dan cinta di antara keduanya. Penggugat
dengan Tergugat telah tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah
tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah secara optimal berupaya
mendamaikan  Penggugat untuk rukun dan mempertahankan ikatan
perkawinannya dengan Tergugat telah tidak berhasil karena Penggugat sudah
tidak mau mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat, merupakan realita
keadaan rumah tangga yang sedemikian tersebut telah pecah, Penggugat dan
Tergugat sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya
secara rukun dan harmonis, dan tujuan perkawinan sebagaimana disyariatkan
tidak akan terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus
ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat. Mempertahankan perkawinan yang

sudah pecah hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan pendapat
YUSUF QORDHOWI dalam bukunya Islam Agama Peradaban, halaman (344)
yang selanjutnya oleh Majelis Hakim dijadikan sebagai pendapat sendiri
mengatakan: “tidaklah logis dan keluar dari fitrah jika memaksakan keduanya
bersekutu dengan kekuatan hukum sementara mereka sudah saling tidak rela,
bencana yang paling besar adalah bergaul dengan orang yang tidak cocok
denganmu namun juga tidak berpisah darimu”. Hal ini juga telah disyariatkan
dalam Islam sebagaimana disinyalir dalam Al Qur’an surat An Nisa ayat (130)
yang berbunyi:

=

airin Ho MS alll %3 15385 Ols
Artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memeberi kecukupan kepada
masing-masing dari limpahan karuniaNya

Menimbang, bahwa cerai gugat yang diajukan Penggugat telah cukup
alasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsur-unsur yang

terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
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tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka tuntutan
Penggugat dinyatakan berdasarkan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal
39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka dua patut
dikabulkan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
datang menghadap di persidangan, tidak datang dengan tanpa alasan yang sah
dan tidak mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap di persidangan, serta
tidak pula Tergugat mengajukan sanggahan kewenangan mengadili dan ternyata
gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, maka menurut ketentuan Pasal

149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia, maka talak yang dijatuhkan pengadilan adalah talak
ba’in shughra.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka
menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan
kepada Penggugat;.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

Hujjah Syar’iyyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir
dipersidangan, tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
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3. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat | EGcNGTGTNEEEEEE
terhadap Penggugat [N

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp.494.000 .- ( empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Waingapu pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1442 Hijrivah, oleh BURHANUDIN
MANILET, S.Ag sebagai Hakim Ketua, Anugrah Hajrianto, SHI, dan Mohammad
Abrori Setyanaugraha, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta putusan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
Tersebut, dengan dibantu oleh Syareh Hasanah, S.Ag, sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

BURHANUDIN MANILET, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA, HAKIM ANGGOTA,

ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I. MOHAMMAD ABRORI S, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

SYAREH HASANAH, S.Ag.
PERINCIAN BIAYA:
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1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses Rp. 50.000.00
3. Biaya Pemanggilan Rp. 378.000,00
4. Biaya PNBP Rp. 20.000,00
5. Redaksi Rp. 10.000.00
6. Materai Rp. 6.000.00
Jumlah Rp. 494.000.00

(empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)
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